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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan dipadukan dengan data 

yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksaanaan pendaftaran tanah secara sistematik terhadap tanah bekas 

hak adat  di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai jika dikaji 

menggunakan teori efektivitas sudah berjalan dengan baik walaupun 

masih terdapat beberapa kendala tapi masih bisa diatasi hal ini dapat 

dilihat dari tingkat animo masyarakat yang berpartisipasi dalam 

menjalankan program pendaftaran tanah secara sistematis, selain itu 

juga pendaftaran tanah secara sistematis ini juga berpengaruh positif 

terhadap terciptanya tertib pertanahan, khususnya terhadap tertib 

hukum dan tertib administrasi pertanahan, yang ditunjukkan dengan 

banyaknya bidang tanah yang telah mampu disertifikatkan dalam 

proses pendaftaran tanah ini. Hal ini akan berdampak terhadap 

penurunan jumlah sengketa tanah, oleh karena warga telah memiliki 

tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) dan terdapatnya 

data pertanahan yang lengkap. 
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2. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksaanaan pendaftaran tanah 

secara sistematis terhadap tanah bekas hak adat di Kecamatan Cibal 

Kabupaten Manggarai adalah : 

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya 

pendaftaran tanah. 

2) Faktor kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat. 

3) Faktor anggapan masyarakat diperlukan biaya yang mahal 

untuk melaksanakan pendaftaran tanah. 

4) Faktor anggapan diperlukan waktu yang lama dalam 

pengurusan sertifikat. 

5)  Adanya perselisihan antara warga pemilik tanah tersebut. 

6) Faktor anggapan alas hak atas tanah yang dimiliki sudah 

kuat . 

3. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Manggarai dalam mengatasi kendala-kenadala 

pelaksaanaan pendaftaran tanah secara sistematis terhadap tanah bekas 

hak adat di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai adalah : 

1. Upaya yang dilakukan BPN terhadap pemahaman 

masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah. 

2.  Upaya BPN dalam memberikan pemahaman kepada 

masyarakat akan pentingnya fungsi sertifikat tanah. 
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3. BPN menjelaskan tentang pendaftaran tanah secara 

sistematis yang tidak mengeluarkan biaya yang banyak. 

4. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak bahwa waktu 

yang diperlukan dalam program pendaftaran tanah ini tidak 

memakan waktu yang lama. 

5. Upaya BPN dalam mengatasi perselisihan antara warga. 

6.  BPN menjelaskan akan pentingnya alas hak atas tanah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka 

penulismemberikan saran sebagai berikut : 

1. Pendaftaran tanah secara sistematik perlu dilaksanakan secara terus 

menerusdanberkesinambungan terhadap seluruh bidang tanah yang ada di 

desa/kelurahan secara lengkap untuk terciptanya tertib pertanahan di 

seluruh wilayah Republik Indonesia. 

2. Pelaksaanaan pendaftaran tanah sistematik tidak hanya bergantung kepada 

pemerintah, melainkan diarahkan kepada pendidikan masyarakat melalui 

ajudikasi swadaya dan swadana demi terwujudnya masyarakat yang 

mandiri dalam proses pelaksaanaan pendaftaran tanah. 

3. Kepada masyarakat supaya tidak merasa enggan dalam melaksanakan 

pendaftaran tanah, mengingat akan pentingnya bukti yang dapat 
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memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang 

dimilikinya. 

4. Kepada kantor pertanahan agar dapat memberikan sosialisasi hukum 

dibidang pertanahan kepada masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman 

dan keterangan yang lebih jelas mengenai manfaat pendaftaran tanah 

secara sistematis terhadap tanah bekas hak adat di Kabupaten Manggarai. 
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